BUPATI BANYUMAS 0
\

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG

MBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI » TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS
\BATAN DAN TATAKERJA BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PADA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

mbang :

gingat :

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka
menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang
pertanian tanaman pangan khususnya dalam pengendalian eksplosi
hama, penyakit dan gulma secara berdaya guna dan berhasil guna
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian
Tugas Jabatan dan Tatakerja Brigade Proteksi Tanaman Pada Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;
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lenetapkan

Undan
-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daera
. h (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
embaran Negara Nomor 4437);

. Pel i
i raturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
emenintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 54)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

S. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN
TATA KERJA BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PADA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.

2

CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Banyumas:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Banyumas;

Brigade Proteksi Tanaman adalah Brigade Proteksi Tanaman Pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut
BPT,;

Kepala BPT adalah Kepala BPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Banyumas;

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hék seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta bersitét mandiri:

Jabatan Fungsional Umum adalgh kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak saorang Pegawai Nedeti Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelakSanéah tudasnya didasarkan pada keahlian
atau ketrampilan tertentu serta dalam melékéanakan tugasnya mendasarkan
perintah/petunjuk dan bertanggungj awab kepada atasan.

BAB Il

PEMBENTUKAN

Pasal 2

'engan Peraturan ini dibentuk Brigade Proteksi Tanaman
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BAB i
KEDUDUKAN

oteksi Tanam :
ade Pr AN Merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
aman Pangan Kabupaten Banyumas
Pasal 4

ade ProtPtkSI Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
anggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi BPT terdiri dari :
a. Kepala;

b. Urusan Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi BPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BABV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama

Kepala BPT

Pasal 6

pala BPT mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan penyidikan,
nanggulangan dan pemberantasan hama, penyakit dan guima tanaman agar
rugian akibat organisme pengganggu tanaman dapat ditekan.
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Pasa) 7

Uraian tugas Kepala BPT sebagy; e

a.

membuat rencana, program kerj
Ja dan jadw i ' an
pelaksanaan tugas; Jadwal kegiatan BPT sebagai pedom

memperoleh kesatuan Pendapat:
menyelenggarakan inventarisasi,

pendataan dan pemutakhiran data sebagai
bahan analisis kebijakan teknis pen

gendalian organisme pengganggu tanaman;
menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang pengendalian organisme
Pengganggu tanaman serta mencari alternatif pemecahannya;

menyelenggarakan Pe€ngamatan perkembangan dan kondisi hama, penyakit dan

guima tanaman dalam rangka antisipasi dini serangan terhadap organisme
pengganggu tanaman;

menyelenggarakan pengadaan alat-alat dan bahan-bahan pengendali hama,
penyakit dan guima tanaman sebagai sarana pengendalian organisme
pengganggu tanaman;

menyelenggarakan penyidikan terhadap hama biotipe baru, penyakit serta gulma
varietas baru yang menimbulkan kerugian bagi tanaman agar tidak semakin
berkembang;

menyelenggarakan eradikasi terhadap eksplosi hama, penyakit dan gulma
tanaman agar tanaman pangan dan hortikultura terhindar dari puso:
menyelenggarakan pembinaan teknis penanggulangan kerugian akibat bencana
alam yang merusak tanaman pangan dan hortikultura sehingga kerugian dapat
ditekan;

mengkoordinasikan penetapan daerah endemik hama dan penyakit tanaman serta
pelarangan masuknya tanaman dan bahan tanaman yang membawa penyakit dan
hama baru bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lahan agar tidak

menimbulkan serangan baru;
menyelenggarakan urusan ketatausahaan untuk menunjang kinerja BPT;
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riksa hasil pel
m. meme Pelaksanaan ugas bawahan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasi| kerja yang benar dan akurat;

ikan bimbi .
memb‘?r' bilngan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanagn tugas;

melaporkan  pelaksanaan

: kegiatan BPT kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan:

melaksanakan tugas lain Sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan
ketatausahaan guna menunjang kegiatan BPT.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

a

mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan BPT sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

menyampaikan informasi kebijakan teknis BPT kepada pihak yang berkepentingan
untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi
perencanaan;

menyusun rencana kebutuhan barang BPT, rencana mekanisme kerja dan tata
ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi:
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_ menyelenggarakan  adminjstrag;

Surat  menyurat, kearsipan, perpustakaan,
Awaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan

keprotokolan, administras; Kepeg
Dinas, administrasi keuangan gap,
gaji dan penghasilan Iajn pega

. Wai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk
mengetahui permasalahan yang terjadi:

mbuat usulan
 me Pérencanaan beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan

agar dapat memberi bahan usylan perencandan kegiatan yang sesuai;
melaksanakan monitoring dan evalyasi pelaksanaan program kerja satuan
organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

. memberikan bimbingan dan penilaian kineja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugaé;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jaﬁatan Fungsional

Pasal 9

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang

(2) Jumlah jab#tan fungsio

menunjang pelaksanaan tugas BPT s&&uai engan keahlidn bidang masing-

masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

nal dilentukan berdasarkan sifat, jenis dan Béban kerja.

) Bembihaan terhddsp Tensga Fungsiondl dilakukdh sbsuai dengén keterituan

Peraturan Perundang-undangan yang berldku.
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BAB V|
TATAKERJA

Pasal 10

‘epala BPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebjjakan yang ditetapkan
leh Kepala Dinas.

Pasal 11

Jjrusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
epada Kepala BPT.

Pasal 12

(elompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-
nasing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya
dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Jalam melaksanakan tugasnya, Kepalz_a BPT, Kepala Urusan serta para Pejabat
‘ungsional pada BPT wajib menerapkén prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
lan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing
naupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 14
1) Pimpihan Satuan Organisasi dalam lingkungan BPT bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan

dan petunjuk bagi pblakganaan tugas.

2) Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.
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Setiap

laporan yang diteri
terima oo Pimpinan Satuan Organisasi dari
baw

hannya, wajib diola .
i I I;j'h | J td " dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebin fanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

ajib di i -
Iapora.n wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam. me'lak?anakan tugas, Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan
Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

ja Kelompok Jabatan Fungsional pada BPT menyampaikan laporan kepada

ala  BPT dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha
nyusun laporan berkala Kepala BPT.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban

kerja.
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BAB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

-hal yang belum di
al ha. yang - | 1atur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
kan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas

Pgsal 18
)eraturan ini mulai berlaky sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
‘eraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

Paca tenggal ) | EC 204
s BUPATI BANYUMAS

[

Jiundangkan di Purwokerto

Yada Tanggal .. A, V€S, 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS

SINGGIY WITATD: "

NIP: 508086 .4 2 '

SERITA DAERAH KABUPATEN BAGYL 1105 201
R el

SERILD........
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AN SUSUNAN ORGANISAS|
RIGADE PROTEKSI TANAMAN

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas

D ns " A PG o 3t
21 LEC 2004'
KEPALA
URUSAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

g00¥
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